Menimbang

Mengingat

SALINAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,
bahwa arsip Dinamis merupakan arsip yang masih
digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan
benar;
bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman
dalam penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu mewujudkan pengelolaan
arsip Dinamis;
bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Arsip
Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kearsipan Daerah
perlu mengatur Pengelolaan Arsip Dinamis;
bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Menetapkan
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip
Dinamis (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 818);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kearsipan Daerah
Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas
fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
arsip dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta
Arsip setingkat eselon II (dua)/disetarakan untuk
tingkat pusat dan setingkat eselon 1
(tiga)/disetarakan untuk tingkat daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan
penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat
pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung
jawab dalam penyelenggaraan kerarsipan yang
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
Sentral Arsip Aktif (Central File) adalah tempat
penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk
penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman.

hitps://idih.kepahiangkab.go.id



https://jdih.kepahiangkab.go.id/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-3-

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki
fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya
disingkat LKD adalah PD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi, politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Arsip Aktif  adalah Arsip  yang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui,
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh
pencipta Arsip karena memiliki nilai kesejarahan,
telah hanis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arip Nasional
Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses
pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan
sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan
pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena
memiliki keterkaitan dalam suatu konteks
pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis
kegiatan/peristiwa dan/atau kesamaan masalah.

Isi Berkas adalah satu atau beberapa item Arsip yang
merupakan informasi dari berkas kegiatan/peristiwa,
yang mencerminkan penyelesaian program/kegiatan.
Indeks adalah tanda pengenal Arsip atau judul berkas
Arsip (kata tangkap) yang berfungsi untuk
membedakan antara berkas Arsip yang satu dengan
berkas Arsip yang lain dan sebagai sarana bantu
untuk memudahkan penemuan kembali Arsip

Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan
kembali untuk menunjukkan adanya Arsip yang
memiliki hubungan antara Arsip yang satu dengan
Arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda
tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk
menunjukkan tempat penyimpanan Arsip yang
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berbeda karena bentuknya yang harus disimpan
terpisah.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam
suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan
logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga
menjadi satu berkas karena memiliki hubungan
informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah
dari suatu unit kerja.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan,
Dinilai = kembali, atau dipermanenkan  yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

Panitia Penilai Arsip yang selanjutnya disingkat PPA
adalah panitia yang bertugas untuk melakukan
penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif
dari unit pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pemindahan Arsip Inaktif adalah memindahkan arsip
inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam PD
yang JRA dibawah 10 (sepuluh) tahun, dan/atau
memindahkan arsip inaktif dari PD ke Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang yang JRA
diatas 10 tahun.

Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan
arsip yang tidak memiliki nilai guna atau lebih
melampaui jangka waktu penyimpanan/retensi arsip
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Penyerahan Arsip adalah kegiatan penyerahan arsip
statis ke Lembaga Kearsipan yang berwenang
mengolah arsip statis.

Identifikasi Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk
melaksanakan pendataan dan penentuan arsip yang
memenuhi kriteria sebagai arsip vital.

Pengamanan arsip vital adalah suatu kegiatan
melindungi arsip vital baik fisik maupun informasinya
terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan.
Perlindungan  adalah  suatu  kegiatan  untuk
mengamankan, menyelamatkan dan memulihkan
arsip vital dari kerusakan, hilang atau musnah baik
secara fisik maupun informasi yang diatur melalui
suatu prosedur tetap.

Pemencaran (dispersal) adalah metode perlindungan
arsip vital dengan melakukan pemencaran arsip hasil
duplikasi (copy back-up) ketempat penyimpanan arsip
pada lokasi yang berbeda.

Pemulihan Arsip Vital adalah kegiatan perbaikan fisik
arsip vital yang rusak.

hitps://idih.kepahiangkab.go.id
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BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan
Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas sentralisasi
dalam kebijakan dan desentralisasi.

Pasal 3

Pengelolaan Arsip Dinamis bertujuan untuk:

a.

b.

menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang
dilakukan oleh Pencipta Arsip;

menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan
keselamatan Arsip; dan

menjamin ketersediaan informasi Arsip;

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pengelolaan Arsip Dinamis
meliputi:

XNoOUR O =

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
(6)

Organisasi kearsipan;
Penciptaan Arsip Dinamis;
Penggunaan Arsip;
Pemeliharaan Arsip;
Pemeliharaan Arsip Inaktif;
Program Arsip Vital,
Penyusutan Arsip; dan
Alih Media;

BAB III
ORGANISASI KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Penyelenggaraan kearsipan Daerah menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh:
a. LKD; dan
b. PD, BUMD dan Lembaga Lainnya
Pengelolaan Kearsipan pada PD dan BUMD
dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.
Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi  unit kerja yang memiliki fungsi
kesekretariatan atau ketatausahaan pada PD dan
BUMD.
Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II
serta Unit Kearsipan jenjang berikutnya.
Unit Kearsipan I berada di LKD.
Unit Kearsipan II berada di unit Sekretariat PD.

hitps://idih.kepahiangkab.go.id
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Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi semua unit kerja pada PD dan BUMD.

Pasal 6

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
bertugas:

a.
b.
C.

menyusun kebijakan kearsipan Daerah;

menyusun Program Arsip Vital,;

mengelola Arsip inaktif yang memiliki retensi paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari PD,
BUMD, dan Lembaga Lainnya

melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap PD,
BUMD, LKD, Lembaga Lainnya, dan masyarakat;
melaksanakan pemusnahan Arsip yang sudah habis
retensinya bagi Arsip yang memiliki retensi paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun sesuai JRA;

melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima
dari PD,BUMD, Lembaga Lainnya, dan masyarakat;
dan

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
kearsipan.

Pasal 7

PD, BUMD, dan Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas:

a.

b.

C.
d.

5 09

(1)

(2)

mengelola Arsip Aktif di lingkungannya;

mengelola Arsip Inaktif yang memiliki rentensi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun di lingkungannya;

menyusun Program Arsip Vital,;

mengelola Arsip Vital;

memindahkan Arsip yang memiliki retensi
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun kepada
LKD;

melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki
retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sesuai JRA;
menyerahkan Arsip Statis kepada LKD; dan
melaksanakan pembinaan dan = pengembangan
pengelolaan Arsip di lingkungannya.

BAB IV
PENCIPTAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
Penciptaan Arsip Dinamis meliputi:
a. pembuatan arsip; dan
b. penerimaan arsip.
Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan:
c. tata naskah dinas dan pengurusan surat;
d. klasifikasi arsip; dan

hitps://idih.kepahiangkab.go.id
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e. sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip
Dinamis.

Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip dan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata
naskah dinas, klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Bagian Kedua
Pengurusan Surat
(Pembuatan dan Penerimaan Arsip)

Pasal 9

Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijelaskan lebih

lengkap dalam tata naskah dinas.

Pembuatan dan Penerimaan Arsip masuk dan surat

keluar dilakukan melalui satu pintu di unit kearsipan,

dengan ketentuan:

a. Pada lingkungan Sekretariat Daerah melalui
Bagian Umum;

b. Pada lingkungan PD melalui Sekretariat PD;

c. Pada lingkungan Rumah Sakit Daerah melalui
Sub Bagian Tata Usaha;

d. Pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah melalui Bagian Umum;

e. Pada lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah
melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Pengurusan surat masuk meliputi tahapan:

a. Penerimaan surat secara konvensional dan/atau
elektronik melalui aplikasi SRIKANDI, dilakukan
dengan cara memeriksa kelengkapan surat,
penandatanganan bukti penerimaan, penyortiran,
dan pembukaan sampul surat, diterima oleh
petugas dan/atau yang berhak menerima;

b. Pencatatan surat secara konvensional dan/atau
elektronik melalui aplikasi SRIKANDI, dilakukan
dengan cara mencatat data identitas surat sesuai
sifat surat sekurang-kurangnya meliputi asal
surat, nomor dan tanggal surat, indeks dan kode
klasifikasi, serta isi ringkas surat pada sarana
pencatatan surat;

c. Pengarah, menentukan Unit Pengolah
berdasarkan isi surat atau disposisi pimpinan,;
dan

d. Pendistribusian, surat didistribusikan sesuai
disposisi Pimpinan ke Unit Pengolah.

Pengurusan Surat Keluar meliputi tahapan:

a. pencatatan surat secara konvensional dan/atau
elektronik melalui aplikasi SRIKANDI, dilakukan
dengan cara mencatat identitas surat meliputi
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indeks, kode klasifikasi, nomor urut, isi ringkas
surat, tujuan surat, tanggal surat pada sarana
pencatatan surat;

b. penomoran, dilakukan dengan pemberian kode
klasifikasi dan nomor urut surat;

c. pemberian stempel dan kelengkapan surat
setelah surat ditanda tangani oleh Pimpinan; dan

d. pengiriman, dilakukan melalui kurir/caraka,
menggunakan mesin faksmili, email dan dicatat
dalam buku ekspedisi.

BAB V
PENGGUNAAN ARSIP
Pasal 11
(1) Penggunaan Arsip Dinamis meliputi arsip dinamis

aktif dan inaktif diatur sebagai berikut:

a. arsip dinamis digunakan bagi kepentingan
instansi pencipta untuk kepentingan
pemerintahan dan masyarakat;

b. penggunaan arsip dinamis berdasarkan sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip; dan

c. lama penggunaan/peminjaman arsip dinamis
paling lama 5 (lima) hari kerja dan apabila masih
diperlukan, dapat mengajukan permohonan
kembali.

(2) Prosedur penggunaan Arsip Dinamis dilakukan
dengan tahapan:

permintaan penggunaan,;

pencatatan dan persetujuan;

pencarian arsip di lokasi simpan;

penggunaan tanda keluar arsip (out sheet/out

guide);

e. pengembalian; dan

f. penyimpanan kembali.

(3) Penggunaan Arsip Dinamis dilaksanakan berdasarkan
sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ao o

BAB VI
PEMELIHARAAN ARSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Pemeliharaan arsip dinamis yang dimaksud pada Pasal 4
angka 4 meliputi:

a. pemeliharaan Arsip Aktif;
b. pemeliharaan Arsip Inaktif; dan
C. alih media Arsip.

Bagian Kedua
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Pemeliharaan Arsip Aktif

Pasal 13
Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab
pimpinan unit pengolah pada tiap Pencipta Arsip.
Pemeliharaan Arsip Aktif dilakukan melalui kegiatan
pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif.
Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana
kearsipan sesuai standard.
Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari folder,
guide/sekat, label, out indikator, indeks, tunjuk
silang, boks, filing cabinet/rak arsip.
Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif
kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan
setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

Dalam rangka Pemeliharaan Arsip Aktif, unit pengolah
dapat membentuk Sentral Arsip Aktif (Central File).
Sentral Arsip Aktif (Central File) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada unit
pengolah setingkat eselon II, eselon III atau satuan
kerja mandiri sesuai dengan beban volume Arsip yang
dikelola.

Bagian Ketiga
Pemberkasan Arsip Aktif

Pasal 15
Pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab dalam
pemberkasan Arsip aktif.
Pemberkasan Arsip Aktif, dilakukan terhadap arsip
yang dibuat dan diterima.
Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.
Pemberkasan Arsip Aktif secara konvensional
dan/atau elektornik melalui aplikasi SRIKANDI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan,
penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang
(apabila ada), pelabelan dan penyusunan daftar arsip
aktif.
Pemberkasan arsip aktif secara konvensional
dan/atau elektronik melalui aplikasi SRIKANDI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
asas penggabungan, yaitu
a. asas sentralisasi, digunakan dalam hal penetapan
kebijakan sistem pengelolaan arsip aktif,
pengorganisasian, sumber daya  manusia,
prasarana dan saran serta pengelolaan arsip
secara elektronik; dan
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b. asas desentralisasi digunakan dalam hal
penataan dan penyimpanan fisik arsip aktif yang
berada di central file TU masing-masing PD.

Pasal 16
(1) Unit pengolah wajib menyusun daftar arsip aktif.
(2) Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya

fisik dan informasi Arsip serta tersusunnya daftar
Arsip Aktif.

(3) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. daftar berkas; dan
b. daftar isi berkas.

(4) Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a memuat:

unit pengolah;

nomor berkas;

kode klasifikasi;

uraian informasi berkas;

kurun waktu;

jumlah; dan
g. keterangan

(S) Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat sesuai dengan format 1 Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(6) Daftar isi berkas sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf b memuat:

nomor berkas;

nomor item Arsip;

kode klasifikasi;

uraian informasi Arsip;

tanggal;

jumlah; dan
g. keterangan.

(7) Daftar isi berkas sebagaimana dimaksud ayat (6)
dibuat sesuai dengan format 2 Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(8) Daftar Arsip Aktif dapat digunakan sebagai sarana
bantu penemuan kembali Arsip, sesuai dengan format
3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

S0 a0 o

S0 a0 T

Pasal 17
Unit pengolah menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada unit
Kearsipan pada tiap pencipta Arsip paling lama 6 (enam)
bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18
(1) Penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab
pimpinan unit pengolah.
(2) Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan terhadap Arsip
Aktif yang sudah didaftar dalam daftar Arsip Aktif.
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Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat sesuai dengan lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19
Dalam hal Arsip Aktif yang disimpan unit pengolah
telah melewati retensi Aktif dan memasuki retensi
inaktif berdasarkan JRA, unit pengolah harus
melaksanakan pemindahan Arsip dari unit pengolah
ke Unit Kearsipan.
Pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
penandatanganan berita acara dan melampirkan
daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.
Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagimana
ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
Unit Pengolah;
Kode klasifikasi;
Nomor Arsip/Berkas;
Uraian Informasi Arsip;
Kurun Waktu;
Jumlah;
Tingkat Perkembangan; dan
. Keterangan;
Berita acara dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani
oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit
Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip.
Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan Berita
acara pemindahan arsip dimaksud ayat (3) dan ayat
(4) dibuat sesuai Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan teknis mengenai pemindahan Arsip dari
unit pengolah ke wunit Kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) berdasarkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

SR e Q0 o

BAB VII
PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF

Pasal 20
Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab
pimpinan unit kearsipan.
Pemeliharaan Arsip Inaktif dilakukan melalui kegiatan
penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif.
Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus menggunakan prasarana dan
sarana kearsipan sesuai dengan standar.
Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari unit pengolah yang telah melewati retensi
aktif dan memasuki retensi inaktif berdasarkan JRA.
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Bagian Kesatu
Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif

Pasal 21

(1) Penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan
berdasarkan prinsip asal usul (principle of provenance)
dan prinsip aturan asli (principle of original order).

(2) Penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga
Arsip dapat melekat pada konteks penciptanya, tetap
terkelola dalam satu Pencipta Arsip (provenance) dan
tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari
Pencipta lain.

(3) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengaturan fisik Arsip;
b. pengolahan informasi Arsip; dan
c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.

Pasal 22
Dalam  melaksanakan  pemeliharaan  Arsip  Inaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit Kearsipan
harus menyediakan ruang atau gedung sentral Arsip Inaktif
(record center).

Pasal 23

(1) Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan terhadap Arsip
yang sudah di daftar dalam daftar Arsip Inaktif.

(2) Daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memuat:

Pencipta Arsip;

Unit Pengolah;

Nomor Arsip/Berkas;

Kode Klasifikasi;

Uraian informasi Arsip;

Kurun waktu;

Jumlah; dan

Keterangan Nomor Boks.

(3) Daftar Arsip Inaktif dimaksud ayat (2) dibuat sesuai
dengan format 4 Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan untuk
menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama
jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan Jadwal
Retensi Arsip.

SR 00 o

Pasal 24
(1) Dalam hal Arsip Inaktif yang disimpan unit kearsipan
telah melewati retensi Arsip Inaktif dan berketerangan
permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, unit
kearsipan pada tiap Pencipta Arsip harus
melaksanakan penyerahan Arsip kepada lembaga
kearsipan; dan telah melewati retensi Arsip Inaktif dan
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berketerangan musnah berdasarkan Jadwal Retensi
Arsip, unit kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dapat
melaksanakan pemusnahan Arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penyerahan dan pemusnahan
Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusutan Arsip.

(3) Ketentuan mengenai teknik penyerahan arsip
sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PROGRAM ARSIP VITAL

Pasal 25
Pelaksanaan Program Arsip Vital dilingkungan Pemerintah
Daerah ini merupakan acuan bagi PD dalam rangka
melaksanakan pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan
yang tercipta.

Pasal 26

(1) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dilaksanakan melalui kegiatan:

Identifikasi arsip vital;

penelusuran arsip;

penataan arsip;

perlindungan dan pengamanan arsip Vital,;

penyelamatan dan pemulihan arsip vital Pasca

Bencana; dan
f. akses informasi arsip.

(2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ruang Lingkup Pelaksanaan Program ini meliputi :

a. Identifikasi arsip vital;

b. Perlindungan dan pengamanan arsip Vital;dan

c. Perawatan dan pemulihan arsip vital Pasca
Bencana;

Pao T

Pasal 27
(1) Identifikasi arsip vital dilaksanakan melalui langkah-
langkah kegiatan identifikasi, meliputi:
a. Analisis organisasi;
b. Pendataan;
c. Pengolahan hasil pendataan;
d. Penentuan arsip vital; dan
e. Penyusunan daftar arsip vital.
(2) Identifikasi arsip vital disusun dalam daftar arsip vital
sekurang-kurangnya, meliputi:
a. Nomor;
b. Jenis Arsip;
c. Unit Kerja;
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Kurun waktu;

Media;

Jumlah;

Jangka Simpan;

Metode Perlindungan; dan
Lokasi simpan.

SR th oA

Pasal 28
(1) Perlindungan Arsip Vital dilakukan dengan cara
pemencaran arsip hasil duplikasi (Copy back-up) ke
tempat penyimpanan arsip pada lokasi yang berbeda.
(2) Metode perlindungan dilakukan dengan:
a. Duplikasi dan Pemencaran (dispersal); dan
b. dengan peralatan khusus (Vaulting).

Pasal 29
Penyelamatan dan pemulihan arsip vital dilakukan terhadap
fisik dan informasinya, penyelamatan dan pemulihan arsip
vital dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IX
PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 30
(1) Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke
Unit Kearsipan;

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya
dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip
kepada Lembaga Kearsipan.

(2) Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip
berdasarkan JRA.

Bagian Kesatu
Pemindahan Arsip Inaktif

Pasal 31

(1) Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan oleh Pencipta
Arsip berdasarkan JRA;

(2) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan
memperhatikan bentuk dan media arsip.

(3) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyeleksian Arsip Inaktif;
b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan

dipindahkan; dan

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 32
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Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan
sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif.
Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip
Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemusnahan Arsip

Pasal 33

Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan

Pencipta Arsip.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan terhadap arsip yang:

a. tidak memiliki nilai guna baik nilai guna primer
maupun nilai guna sekunder;

b. telah habis retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang
melarang; dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu
perkara;

Dalam hal ini arsip belum memenuhi semua ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya

ditentukan oleh pimpinan Pencipta Arsip;

Pasal 34
Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pembentukan PPA;
b.  penyeleksian arsip;
C. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di
Unit kearsipan;
d. penilaian oleh PPA;
e. permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta Arsip;
f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
g. pelaksanaan pemusnahan.
Pasal 35
(1) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sesuai dengan
prosedur pemusnahan arsip.
(2) Ketentuan mengenai teknik pemusnahan arsip dan

penyerahan arsip sebagaimana di maksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyerahan Arsip Statis

Pasal 36

hitps://idih.kepahiangkab.go.id



https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-16-

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada

Lembaga Kearsipan dilakukan terhadap arsip yang:

a. memiliki nilai guna kesejarahan;

b. telah habis retensinya; dan/atau

C. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta
Arsip.

Pasal 37

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai

berikut:

a. penyelesaian dan pembuatan daftar arsip usul serah
oleh Arsiparis di unit kearsipan;

b.  penilaian oleh PPA terhadap arsip usul serah;

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh
pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga
Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai
dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip
bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya,
utuh, dan dapat digunakan;

d. verifikasi dan persetujuan dari kepala Lembaga
Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya; dan

e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan
Pencipta Arsip; dan pelaksanaaan serah terima Arsip
Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala
Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan
daftar arsip yang akan diserahkan.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan
sesuai dengan prosedur penyerahan Arsip Statis.

(2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip Statis
sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
ALIH MEDIA

Pasal 39
Dalam rangka pemeliharaan Arsip Dinamis dapat dilakukan
Alih Media Arsip.

Pasal 40

(1) Alih Media Arsip dilaksanakan dalam bentuk dan
media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Alih Media Arsip dilakukan dengan prasarana dan
sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.

(3) Prasarana dan sarana Alih Media Arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hal
sebagai berikut:
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a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai
dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,
keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan
informasi elektronik dalam penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik
tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi atau
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem
elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan, kejelasan dan
bertanggungjawab prosedur atau petunjuk.

Pasal 41

Dalam melakukan Alih Media Arsip, pimpinan Pencipta
Arsip menetapkan kebijakan Alih Media Arsip.
Kebijakan Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi metode (pengkopian, konversi,
migran), prasarana dan sarana, penentuan prioritas
Arsip yang di Alih Media serta penentuan pelaksanaan
Alih Media.

Pasal 42

Pada tiap Pencipta Arsip, Alih Media dapat

dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan.

Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip

dan nilai informasi.

Kondisi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami
kerusakan secara fisik;

b. Arsip elektronik dengan format data versi lama
yang perlu diperbaharui dengan versi baru; atau

c. Informasi yang terdapat dalam media lain dimana
media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi
karena perkembangan teknologi.

Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimana Alih Media diutamakan terhadap:

a. Informasi yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan tentang keterbukaan informasi publik
harus diumumkan secara serta merta; dan

b. Arsip yang berketerangan pemanen dalam Jadwal
Retensi Arsip.

Pasal 43
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Hasil Alih Media Arsip diauntentikasi oleh Pimpinan
Pencipta Arsip dengan memberikan tanda tangan
tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan arsip hasil alih media.

Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dalam
melaksanakan Alih Media harus membuat berita acara
yang disertai dengan daftar Arsip Dinamis yang dialih
mediakan.

Pasal 44
Berita Acara Alih Media yang dimaksud pada Pasal 39
paling sekurang-kurangnya memuat:
waktu pelaksanaan;
tempat pelaksanaan,;
jenis media;
jumlah arsip;
keterangan proses Alih Media yang dilakukan;
pelaksanaan; dan
g. penanda tangan oleh pimpinan unit kearsipan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan
pimpinan unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip.
Berita Acara Alih Media yang dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai dengan format 5 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

mO Q0 o

Pasal 45
Daftar Arsip Dinamis yang dialih mediakan paling
sedikit memuat: unit pengolah;
nomor berkas/arsip;
jenis arsip;
jumlah arsip;
kurun waktu;
jenis tindakan Alih Media dan
keterangan waktu pelaksanaan.
Daftar Arsip Dinamis yang dialih mediakan dimaksud
pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan unit
pengolah dan pimpinan unit Kearsipan pada tiap
Pencipta Arsip.
Daftar Arsip Dinamis yang dialih mediakan dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan format 6 Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

O Q0o

Pasal 46

Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidential) yang
telah dialih mediakan tetap disimpan untuk
kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kriteria Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidential)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. merupakan bukti keberadaan, perubahan,

pembubaran suatu lembaga negara, pemerintahan
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daerah, lembaga  pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan;

b. merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan
strategis organisasi;

c. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan
pokok organisasi:

d. merupakan bukti dan informasi tentang interaksi
organisasi dengan komunitas klien yang dilayani;

e. merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan
organisasi;

f.  memberi sumbangan pada pembangunan memori
organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya atau
historis; dan

g. berisi bukti dan informasi tentang kegiatan
penting bagi stake holder internal dan eksternal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI KEPAHIANG,
Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.
HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR: 127
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,

—

o

\

IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP.-197310252008041001
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LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

TATA CARA PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS

PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF
Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan Pemberkasan arsip
aktif dan Penyimpanan arsip aktif.
A. PEMBERKASAN ARSIP AKTIF
1. Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dilaksanakan melalui
prosedur:
a. pemeriksaan;
b. penentuan indeks;
c. penentuan kode;
d. tunjuk silang (apabila ada);dan
e. pelabelan.

2. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arsip
yang akan diberkaskan autentik, utuh dan lengkap pada setiap
proses kegiatan dan sudah diregistrasi dan didistribusikan.
(Pernyataan selesai/file).

3.Pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengidentifikasi
dan/atau memverifikasi arsip vital di unit pengolah.

4.Indeks (judul berkas) ditentukan dengan cara menentukan kata
tangkap (keyword) dari arsip yang akan diberkaskan yang dapat

5.Indeks dapat berupa nama orang, lembaga/organisasi,
tempat/wilayah, masalah dan kurun waktu . Penulisan indeks
diikuti setelah penulisan kode klasifikasi arsip pada folder.

6. Penentuan Kode pemberkasan dilakukan sesuai dengan fungsi,
kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai
dengan kode klasifikasi.

7.Penulisan kode pemberkasan sebagaimana contoh gambar angka
10 hurufe.

8. Tunjuk silang, digunakan apabila :

a. Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi;

b. Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya
yang berbeda media seperti : peta, CD, Foto, Film, dan media
lain; dan

c. Terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau lembaga.

Contoh 1: Penggunaan Formulir Tunjuk Silang

Kop Surat
Indeks: Kode : 019.1 tanggal : 14 Agustus 2013
Upacara 17 Agustus 2013 Upacara Bendera No. :019.1.543/VIIi/2013

Lihat : Upacara Bendera

Indeks: Kode tanggal 114 Agustus 2013
Upacara Bendera 019.1. Upacara 17 Agustus 2013 | No. :019.1.543/VIII/2013

tempat, tanggal, bulan, tahun

Jabatan

Tanda tangan pejabat yang mengesahkan
Nama
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9. Pelabelan dilakukan dengan menuliskan tanda pengenal dari
berkas menggunakan kertas label yang dilekatkan pada tab
folder.

a. Arsip yang disimpan pada Pocket File, Label dicantumkan
pada bagian depan Pocket File.

b. Arsip peta/rancang bangun.

c. Arsip yang menggunakan media magnetic label dicantumkan
pada:

1) Untuk arsip foto, negative foto ditempelkan pada
bagian luar dan lapisan transparan (seperti negative
foto) dan pada wadahnya;

2) Untuk slide ditempelkan pada frame;

3) Video dan film ditempelkan pada bagian luar dan
lapisan transparan (seperti negative foto) dan pada
wadahnya; dan

4) Untuk kaset/cd ditempelkan pada kaset/cd nya dan
wadahnya.
d. Contoh penulisan indeks dan kode klasifikasi numeric serta
pelabelan adalah sebagai berikut:
Surat tentang Cuti naik haji

Kadenya :
Primer : 900 {(Kepegawaian)
Sexunder : 950 (Cuti)
Tersier : 955 (Cuti nailk haji)

Indeksnya : 955 (Cuti naik haji tahun ...}

PaknkMasalah . WS\

KEFETAVRIAS

[—

e. Contoh penulisan indeks dan kode klasifikasi alfa numeric
serta pelabelan adalah sebagai berikut:

Kodenya p-

Primer : KA. Kearsipan

Sekunder : KA.0O Persuratan

Tersier : KA.00.00 Pengurusan Surat Masuk
KA.00.01 Pengurusan Surat Keluar

Indeksnya : Penomoran Surat Keluar Tahun 2016

) Pengurusan

Surat Masuk
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Daftar Arsip Aktif meliputi:

a. daftar berkas; dan
b. daftar isi berkas.

Contoh Daftar Berkas:

Unit Pengolah: ............... Kﬂp'Sura-t 1)

Nomor Kode Uraian .

Berkas | Klasifikasi I“;“Ir;?;m Tanggal | Jumlah | Keterangan
() 8) 4) (5) (6) )

Keterangan Petunjuk Pengisian:

Kolom (1), diisi dengan kop lembaga;

Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas;

Kolom (3), diisi dengan kode klasifikasi arsip;

Kolom (4), diisi dengan uraian informasi dari berkas arsip
berdasarkan kegiatan dalam klasifikasi arsip;

Kolom (5), diisi dengan masa/kurun waktu arsip yang tercipta;
Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya arsip dalam satuan
yang sesuai dengan jenis arsip;

Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis arsip ,
seperti tekstual, kartografi , audio visual, elektronik dan
digital.

Contoh Daftar Isi Berkas:

Kop Surat (1)
e Nl(::ln?r Kode In[ganis:si Tanggal | Jumlah | Keterangan
Berkas | -y, | Klasifiasi| = o & 8
@ | @ (4) (5) (6) (7) (8)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

Kolom (1), diisi dengan kop lembaga;

Kolom (2), diisi dengan nomor berkas arsip;

Kolom (3), diisi dengan nomor item arsip;

Kolom (4), diisi dengan kode klasifikasi arsip;

Kolom (5), diisi dengan uraian informasi arsip dari setiap
naskah dinas;

Kolom (6), diisi dengan tanggal arsip itu tercipta;

Kolom (7), diisi dengan jumlah arsip dalam satuan naskah
dinas;
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Kolom (8), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis arsip,
seperti tekstual, kartografi , audio visual, elektronik , dan
digital.
B. PENYIMPANAN ARSIP AKTIF
1. Penyimpanan Arsip aktif ke filing Cabinet sebagai berikut:

I
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2.Alur Proses Pemberkasan Dan Penyimpanan Arsip Aktif Di Unit
Pengolah
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PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF
Pemeliharaan arsip inaktif meliputi kegiatan penataan arsip inaktif dan
penyimpanan arsip inaktif.

A. PENATAAN ARSIP INAKTIF

1. Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dilaksanakan melalui
prosedur:

a. pengaturan fisik arsip,

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. penyusunan daftar arsip inaktif.

2. Kegiatan pengaturan fisik arsip inaktif pada unit kearsipan diawali
kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip yang dipindahkan
untuk memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian fisik arsip
dengan daftar arsip serta penyusunan daftar arsip inaktif.

3. Pengaturan fisik arsip dilakukan dengan kegiatan:

a. penataan arsip dalam boks;

b. penomoran boks dan pelabelan; dan

c. pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan.

4. Penataan arsip dalam boks terdiri atas:

a. penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan
dan sarana penyimpanannya; dan

b. menempatkan arsip pada boks dengan tetap
mempertahankan penataan arsip menempatkan lembar
tunjuk silang apabila diperlukan.

S. Tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang
saling berhubungan antara satu unit kerja dengan unit kerja
lainya dan/atau arsip direkam pada media yang berbeda.

6. Penomoran boks dan pelabelan
a. Membuat label boks dengan mencantumkan lokasi simpan

nomor boks dan nomor folder secara konsisten.

b. Pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan nomor.
Contoh penomoran boks :

A.01.01 (ruang A, rak 1, boks nomor 1) A.01.02 (ruang A, rak
1, boks nomor 2) A.01.03 (ruang A, rak 1, boks nomor 3)

7. Pengaturan penempatan boks arsip pada tempat penyimpanan
sesuai dengan prinsip asal usul setingkat Perangkat Daerah.

8. Pengolahan Informasi Arsip.

Pengolahan informasi arsip menghasilkan daftar informasi

tematik yang paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian

hasil pengolahan dan kurun waktu.

9. Pengolahan informasi arsip dilakukan untuk menyediakan
bahanlayanan informasi publik dan kepentingan internal
lembaga, dengancara mengidentifikasi dan menghubungkan
keterkaitan arsip dalamsatu keutuhan informasi berdasarkan
arsip yang dikelola di unit kearsipan.

10. Penyusunan Daftar Arsip Inaktif pada Unit kearsipan
a. Unit Kearsipan membuat daftar arsip inaktif berdasarkan

daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah.

b. Unit kearsipan mengolah daftar arsip inaktif dengan
menambahkan informasi nomor definitif folder dan boks yang
diurutkan sesuai dengan database daftar arsip inaktif
masing-masing provenance pencipta arsip.
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Pembaharuan Daftar Arsip Inaktif dilakukan setiap terjadi
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip paling
sedikit satu tahun sekali.

Penyusunan daftar arsip inaktif memuat informasi tentang:

1)  pencipta arsip;

2)  unit pengolah;

3) nomor arsip;

4) kode klasifikasi;

S)  uraian informasi arsip/berkas;

6) kurun waktu;

7)  jumlah; dan

8) tingkat perkembangan

9) keterangan (media arsip, kondisi, dll)

10) nomor definitif folder dan boks

11) lokasi simpan (ruangan dan nomor rak)

12) jangka simpan dan nasib akhir

13) kategori arsip.

Contoh daftar arsip inaktif:
DAFTAR ARSIP INAKTIF

Kop Surat (1)
Nomor ;:ungh
No.| Kode | Jenis |Kurum| Tinghat | mneﬁniﬁfuuﬁd“:“m@d
- | Kiasifkasi | Arsip | Waktu | Perkembangan | S-a% Folder | Simpan | w0 | Amip
dan Boks :
Alkchir
(2 (3) 14 {s) {6) m_|® (5 (10 (11) (22)
tempat, tanggal, bulan, tahun
Jabatan
Tanda tangan pejabat yang mengesahkan
Nama

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1), diisi dengan kop lembaga;

Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas/arsip;

Kolom (3), diisi dengan kode klasifikasi arsip;

Kolom (4), diisi dengan uraian jenis/series arsip;

Kolom (5), diisi dengan kurun waktu;

Kolom (6), diisi dengan tingkat perkembangan arsip;

Kolom (7), diisi dengan jumlah arsip;

Kolom (8), diisi dengan media arsip, kondisi, dll;

Kolom (9), diisi dengan nomor definitif folder dan boks;

Kolom (10), diisi dengan lokasi simpan yang mencakup
ruangan dan nomor boks;

Kolom (11), diisi dengan jangka Simpan dan Nasib Akhir;
Kolom (12), diisi dengan kategori arsip, merupakan arsip vital,
arsip terjaga, dan keterangan klasifikasi dan keamanan akses
(rahasia, sangat rahasia, terbatas).

Daftar arsip inaktif digunakan sebagai sarana penemuan
kembali arsip dan sarana pengendalian arsip inaktif.
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B. PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF
Penyimpanan arsip inaktif dilakukan berdasarkan daftar arsip inaktif.
Penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan
boks arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor boks dan
disusun berderet ke samping (vertikal) yang dimulai dari rak paling
atas dan diatur dari posisi kiri menuju ke kanan.

Contoh penataan boks pada Rak dan penyimpanan arsip inaktif:
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Alur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan

adalah sebagai berikut:
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C. PROSEDUR PENATAAN ARSIP INAKTIF YANG BELUM MEMILIKI
DAFTAR ARSIP DI UNIT PENGOLAH.

1.

Prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip
meliputi kegiatan:

manuver (pengolahan data dan fisik arsip);

penataan arsip dan boks;dan
i. pembuatan daftar arsip inaktif.

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi
melalui pengamatan terhadap fungsi lembaga pencipta arsip
dalam rangka menentukan skema pengaturan arsip, jumlah,
media, kurun waktu, kondisi fisik arsip, sistem pemberkasan,
dan kebutuhan sumber daya lainnya. Kegiatan Survei
menghasilkan Proposal Penataan Arsip Inaktif.

Pembuatan Daftar Ikhtisar Arsip yang merupakan acuan dalam
memindahkan/evakuasi arsip yang akan dilakukan penataan ke
tempat yang telah disiapkan.

Pembuatan Skema pengaturan arsip adalah analisis terhadap
fungsi dan kegiatan Pencipta Arsip dari unit kerja untuk dasar
pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan informasi arsip,
sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi (fisches).
Penyusunan skema arsip berdasarkan pola klasifikasi, struktur
organisasi, tugas dan fungsi, deskripsi, atau kombinasi.

Rekonstruksi arsip dilakukan untuk mewujudkan kesatuan fisik
dan informasi arsip melalui kegiatan pemilahan arsip dan
pemberkasan arsip. Pemilahan arsip dilakukan dengan cara:

a. Mengelompokan arsip sesuai dengan prinsip asal-usul
(provenance) pencipta sampai dengan level 2 di struktur
organisasi.

1) Konteks, dilihat dari kepada, tembusan surat.
2) Konten, dilihat dari isi substansi surat.

b. Pilah antara arsip dan nonarsip (tidak cocok dengan

rekonstruksi )

1) Arsip (termasuk arsip duplikasi).

2) Non arsip: formulir kosong, majalah, buku pustaka,
map kosong.

c. Arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi
(kesamaan kegiatan).

d. Arsip yang sudah memberkas dipertahankan sesuai dengan
keutuhannya (tidak berlaku untuk arsip korespondensi yang
tercampur dalam satu ordner) Contoh :

1) Arsip korespondensi : pemberkasan sesuai dengan

series atau kegiatan;

2) Arsip keuangan : pemberkasan dengan berkas SPM

atau SP2D;

3) Arsip personal file: pemberkasan sesuai NIP atau

NIK;dan

4) Arsip pengadaan barang dan jasa pemberkasan sesuai

nama proyek atau paket.

a. survei;

b. pembuatan daftar ikhtisar arsip;

c. pembuatan skema pengaturan arsip;
d. rekonstruksi;

e. pemberkasan arsip;

f. pendeskripsian;

g.

h.
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Pemberkasan arsip merupakan kegiatan penyusunan
kelompok arsip sesuai dengan skema pengaturan arsip yang
telah ditetapkan.

6. Pemberkasan dapat dilakukan berdasarkan :

a.

b.

C.

Series, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki jenis
yang sama;

Rubrik, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi
permasalahan yang sama;

Dosier, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki
kesamaan urusan/kegiatan.

7. Pendeskripsian merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang
ada pada setiap item/berkas arsip. Pendeskripsian arsip
memuat informasi sebagai berikut :

TR e R0 o

unit pencipta;

bentuk redaksi;

isi informasi;

kurun waktu/periode;

tingkat keaslian

perkembangan;

jumlah / volume;

keterangan khusus;

ukuran ( arsip bentuk khusus); dan
nomor sementara dan nomor definitif.

Cara pengisian lembar deskripsi sebagai berikut:

1.

SR 0 a0 o

Kode pelaksana dan nomor deskripsi;
Uraian;

Kurun waktu : tahun penciptaan arsip;
Tingkat perkembangan : pilih Asli/Kopi;
Media simpan : pilih Kertas/Peta;
Kondisi fisik : pilih Baik/Rusak;
Jumlah folder: satuan folder;

No.Boks : No Boks sementara;dan
Duplikasi : Pilih ada/tidak;

8. Manuver

a.

b.

Manuver kartu deskripsi (mengolah data), merupakan
proses menggabungkan kartu deskripsi atau data arsip yang
mempunyai kesamaan masalah, mengurutkan sesuai
dengan skema serta memberikan nomor definitif pada kartu
deskripsi sebagai nomor penyimpanan berkas.

Manuver fisik merupakan proses penyusunan berkas
berdasarkan nomor definitif arsip sesuai dengan skema.

9. Penataan arsip dalam boks

a.

b.

C.

d.

arsip dimasukan ke dalam folder dan diberi kode
masalah/subjek arsip dan nomor urut arsip sesuai nomor
definitif.

menyusun arsip ke dalam boks secara kronologis dimulai
dari nomor terkecil berada pada susunan paling belakang.
membuat label pada boks, berisi nomor boks, nomor folder
serta lokasi simpan.

apabila jumlah arsip dalam satu berkas sangat banyak,
maka arsip dapat disimpan lebih dari satu folder.

10. Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan
berdasarkan deskripsi arsip yang disusun secara kronologis
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perkelompok berkas. Daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan
memuat informasi: Pencipta Arsip, Unit Pengolah, Nomor, Kode,
Uraian Informasi Arsip, kurun waktu, jumlah, media dan
keterangan.

Penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip oleh Unit
pengolah menghasilkan tertatanya fisik arsip dan tersedianya
Daftar Arsip sehingga dapat dilakukan pemindahan arsip inaktif
kepada unit kearsipan sesuai prosedur penyusutan arsip.

Alur penataan arsip yang belum memiliki Daftar Arsip sebagai
berikut:
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ALUR PROSES PENATAAN ARSIP TIDAK TERATUR DAN PENYIMPANANNYA

vivlup urye Berl druy ¢

« D
‘disw unduySusox
POpSWAE BUM uRyswLaqp weye Bord deww umirun bae
yepesww ‘wwod wprd mevpuoq surngns urindajay evypessuay  q
‘esuy)dap
‘doyduun ‘dwiu ‘Hupo ‘Fuosoy oxmpiryg wdujesiyy drm sou ump
diuy wrnue sopgrsiuaw usSuap ueynye)p e urgrusg »

rAursuzspe wrsppuad Ruang ‘¢ dhis 1 pSENLICUN
umymsvpag dism veyejiweg Tl Srur pueyyeey g 2 TAUISU0 YR uup dusr uwyRusad werefay mepel Ak v ogus
disse vou urp dixss uryrjiuERg nesnfo nomng | S¥p NFy Gwrursay Uwypniwow  ynmun dise synosuoxaapy ¢
wrip ey Sovd drsy ¢ L
drse puyyisT mog T ey seyodusa)
drre usviraad nuuays wesw®i0 g | ssvp  mfugar dim ummpsuad  weeap wmindusgy] 6

grjo Sumnd
= weyyepuidp nenp urye Jurd disoy

uedneey vrrpeiagd ¢
drum ey eyRg Z
wlioy meedusy |

~ ~
L4 rd

vnywoSuad 10 duma oy djsv ueggrpunony ‘q
S30q ‘Wwduyesp rarey ‘sppy
npud dese crwwuad wesead usp yvo Buwry ueydoisepy @
Fuyvus djesw wegrobus
wdwas oy mEep weye Sowd dsm usyrpuiusd erpdediusg

desvaesixpn ey T
dreme vevarsad ehay sumouay )

YRjuiag wng [

EERINgIp BUNA Uedsaray
wems ovp vnesd erydeiduow owp weygouapduag P
wrpeuns p Serl umsmpequied wasds usp sAuny wdjdusd
RS unge podiaw G IsruuQu) BrguspBasyy o
drerr uwynaroy ovp uwdeyBuagay
‘mrpuoy  mipew  yeydq  dmm ypsg STjpespifup g
djsre gejwnf uep surnjon unempuad ceynaR Ay W
ureeuad veynye|p ueye fued dmse BAIne DTEnNES)

sding

ey
wrdenZuapy 111 moRs 1) worg | swovagsumwdery

NMVE LAWK

YNYSMVIad

NYLIVIOIAJYHYL

ONX

FANNVAVIIIANGINYO HALVHILNVYALL ASHVY NYYLVYNAA SAS0Ad 401V

https://jdih.kepahiangkab.go.id


https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-37-

= Ly
=] u:.-a h.—-._.- AR I] EY M) RIF|PD TRY IS L e uRyrfE|apy W
v e L L L E R e P L
JOPIy T WS WA T D [ STiay
apng [eqe] wped Jpfuyep suod  mETR g WEREEY apoy  ump
isp|og deyfuwn vy musg Aund (sxapul) epsg R uETE|masy g
umyyoduicgaEp Faryrpg T ed sprog enis dpare sefesp (mrup
=i Bund dppry 7 I MipEs FRODEOUN (BT HUTUS] XM UNIPR (D UNP 9P
FRUIUADY L g Fum L waep 2 erpxchuogyp ywe Boed dwe orpwewepy B

) Ty woprrgeqrp disry

JrpEs dism myng |

ampyng wepEpey i UTEREY g S

A §isg w el cgpSeny

diery ¢

BFEIUS LS
Jopem dism myeg g
dicre [FERR Y 0d T

=
-

UBI | Fa W EErT UNDL Whey

e Auud dm-den erpodwogsBead meed smog (0
wares fund imympsaucmd wp

s Aund dism-diss usjndusojaBusd nored qugmg (2
mwes o i gpual

e fued die-dpm orycdeojefusd el sausg {]

T TRNESS Ewsnmn

e geese spun| Cphoy vererssy e wew Bued djem

qrey uwpediopBern nijus Gy SAmRunL teyngEegy g

Ao Lz [moos) dea wp uey ndwoge S
URp  WEILEe  apoy Cdpor eegEEy Cdae edoopsp
TEp dour oemiSay  Andipom Ep SanoEoR EETYR(BRY B

drere rovp rryodwopSsy mdLiysap nasry 1 A58 Y15y URp FIED IBANRhE EEYRNEEY D
Exanduasiy
(eEuaus A dism ) wpod pogwu) drine sgep UeBusn ey Soed jmo;
mmnns wped jryeul dere sryep dizrm =IT[Ep o REpsses apoy wep duw wdiosap ey g
e wuuny uepep dee mdiopsg g rregrusd Hiss F BB L LU S0 SO sTiuap repsg
Ed | ryEap dexsr mdioyeap ukp Bduymp moey aped dee sdeopsp myEgEEy B

muey uerep aapep dure mdiopsg. )

FEjRLTany |

l

desm (EdEap EEn Ry

nadngy

medegloaEy

dyery
III B0FF 7] NopsE | wreom g rurdmry

LA

YRFERNYTIS

NKYLYTIDIH AYHF¥L

Cr

https://jdih.kepahiangkab.go.id


https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-38-

drryeu) dinm )

wm
i s o

LY
-

t ) L[0T
prrynadud wrgrmfuad wep uwyEiessd umEpuiusd  wpe
w308 ujor wsoe (Fripnn djem segep Ruumpeo) usyiunpsay
plvea)  dmie sep sewquiep uwrusqusd | wrpnaea 8
yupeiiusd 1juty sxawmnsd wmd 3|
rem swoqmep wpud Joysup dpse Jeyrp enyBungr@husgy
dpsw prapusy A musuad mos gy 9
B [FEa| PR B U BN O B
TFRULIOIUY UT Y BqUNUSLW urBeap jropmur die syvp grofeegy g
i djee mygep ursnbi@p W
duiywus diem mwymey

b

‘o

|1-._.-._.Hn..x|_.n.u._du.E
e Bujped wpy rpod uEp AeeEe mup Seed (Aopdwesey
[EEpEg [ENiumA} [IME] [EYSL LIEME UASNFR URp T304
MHUCH UERNSIREN] WU T i wped dum exoq wmasy o
wrrdalji [Py nsss dieod o eped dieer epoq uTpIRILSERY g

dunrr wperd) ded dmm gy g 1 wapEs pyffunas gryofesd
s wped digmi pioranE] LETe s Fovemsmcsd mnsss enmdmgdoed | eymoduso|aBusd
un s W RN W fyrigen [(Fmjaey) wedwm  wepy uwigfusd  wngwapy oW
[Fryy wemaeBsed Tumyg g e Bued dny < Jipyem diem ymuedeius g 5
dIEM Urigi 71035 e[oeaad 30N gpory
(63 WIEBP FEiad hemou Porpoer o oerapmeEs] 181 W0-s
[feri drm syog smpuapy wieges R TG (208 Imqusgy D
Utk igseay mum g mops dics sEnqe iR spnd
O PR M I driteon iwprorepaag  dene @og uRsowoUsd  pndquiapy g
LD I I ‘dirie Megep UwSEp owETEasEY U
dmm reyog . dra sy fiwULIGym wep de e siysg yeg sedvyfioagey sy 8
o R L e s BERIEMALE yeo@sad o 1p e des renarBusd Hipacy) mrress eLusem
0 W) i) dissevepoq | o dire mgeg | il wErmaEBU] ueueyepadumur dea Eoq WEEp 3N EleEp
md1mpy o e Ll e | JN0 wojang gy mmeny | wwrusagopandmay HN¥LYIOEH IYIIVL 0K
LI YHYEHY13d

hitps://idih.kepahiangkab.go.id


https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-390-

dmm wrevhmosd eronie teEmg  (f
puep diem myng (7

(I ‘W Reay A uefores weedunfuad
Wina weod) progeus <djem owowdwndpesd mread usp susme

ol |0 TR a3 UHD UMWY WRUNLINDY LIy
gy dierm mgep ueiep wnea

ey wrsar uadmpp Gued dism ynpursy BonETusy P
g dmm o (p de erwefumoad

mumims [Avges  dism unwefupesd  pouey Qe 9
‘o ewdreaey Ivusipuf et

i dan Wy rie s apwanp dee e seypdweduay g
Tiydw Ry U U] ofusd
frswy wemen ‘deam mdmund rpnf Emuae ey
FEmyEs Onnd eI prUEUE Uenenpy urdinmo (T4
epwday qrqnd meamsop) weseiv uRgeq mefega ymno

ST PRI g (] ajgrd muLicgul segup epefus deae sequogm qeiefuagy 8l gl
Fope disi myRg
IFEYIEE Y U0y EEUERG I TR
drre uweiusd raodey mpng vevrmad usyy & e Jriyuue dism seyep vriuesee usnineesd weyuBqoapy 7L
Jiryru
desme mymenad teaode]  dros o wiiode] I oy diser reyep
uep et Jis0e AHE) jreyen dism sryeg] - wriioap thesp wip pignn des eensusd vesde) 1enquesy [
inding undeyinapy (00 R 17 i G | A sund iy NYLYIDTY IYIIVL oM
ALNM YNVENYTA4

https://jdih.kepahiangkab.go.id



https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-40-
ALIH MEBIA

Format berita acara :

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP
Nomor:

Pada hari ini ....... tanggal ....... bulan ...... tahun ...... yang bertanda tangan
di bawah ini :

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

Telah melaksanakan alih media arsip Bagian ..... Tahun ...
sebagaimana
tercantum dalam daftar arsip alih media. Dari hasil alih media tersebut juga

telah dilakukan autentikasi berupa pemberian WATERMARK pada arsip
hasil alih media sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.

Dibuatdi ..... .... (tempat),
......................... (tanggal)

Kepala Unit Pengolah/Unit Kearsipan
Jabatan

Ttd.

Nama tanpa gelar
NIP.
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Contoh Daftar Arsip Alih Media

DAFTAR ARSIP ALIH MEDIA

Organisasi
Unit Pengolah

Peratur Bupat Elektroni
1. |an i Kertas| k 1 berkas|Scanner 1| Berkas berisi
Paser Nomor Desemb | kegiata
52 Canon | er n
201 TR4570
tahun 9 S 2021| perencanaan
denga
tentang Tata sampain
Naskah peneta
Dinas di pan
Peratu
Lingkungan ran
Pemeri
ntah
Kabupaten
Paser

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KepaJa, Bg If Hukum
Setg,efk""b epahlang,

: - 'u
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